
 
 

 

 

 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR  45  TAHUN   2015 

TENTANG  

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG 
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS AGROMINAPOLITAN KABUPATEN 

BANJAR TAHUN 2015 - 2034 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANJAR, 

 

Menimbang : a. bahwa agar  Penataan Ruang di Daerah sesuai dengan  Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar, maka perlu disusun 

perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah, terkendali 
dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kawasan 
strategis Agrominapolitan yang lebih bersifat operasional sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
b. bahwa agar pengaturan tentang kawasan strategis agrominapolitan 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka 

perlu untuk mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis 

Agrominapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015-2034; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - 

Undang Darurat Nomor3Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3419);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);  
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 



 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

  
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);  

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);  

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4873);  
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);  
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);  

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);  

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843);  
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846);  

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);  

18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015);  

19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5052);  
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 



 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);  

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059);  
 

22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perllindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5068);  
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);  
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);  

25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5214);  

26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5234);  
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5432); 

28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58,   Tambahan   Lembaran  Negara Republik   Indonesia  Nomor 

5679); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373);  

30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  

31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentangHutan Kota 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4242);  

32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentangPenatagunaan 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);  
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);  
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 



 
 

  
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814);  
36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);  

37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833);  
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4858);  

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);  

40. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);  
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5004);  

42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi 
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5324); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103);  

44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas  Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 
 



 
 

  
45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan 

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);  

46. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan 
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);  

47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);  
49. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5285);  

50. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta 

Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5393); 
51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung; 

52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 11/ PRT / M Tahun 
2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, 
beserta Rencana Rincinya; 

53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 20/PRT/M/2011 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan 
Zonasi Kabupaten; 

54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor . 20/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, 

Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan 
Rencana Tata Ruang; 

55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Daerah;  

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;  

57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);  

58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 265);  
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

 
 

http://werdhapura.penataanruang.net/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/kumpulan_informasi/permen11-2009_persetujuan_substansi_prov.pdf
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60. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI 

BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA 
RUANG KAWASAN STRATEGIS AGROMINAPOLITAN KABUPATEN 

BANJAR TAHUN 2015-2034 
 

 

Pasal I 
 

Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Agrominapolitan Kabupaten Banjar Tahun 2015-2034 
(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 32). 

 
Pasal II 

 

Peraturan  Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 

 
              Ditetapkan di Martapura 
              pada tanggal  23 September 2015         

 
          PENJABAT  BUPATI BANJAR, 

 
 
 

 
       H. RACHMADI KURDI 

 
 
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal  23 September 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

  

         H. NASRUN SYAH 

BERITA  DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015  NOMOR 45 
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